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I. UMUM 
 

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
mengamanatkan dengan tegas bahwa selain berkewajiban 
mengalokasikan dana perimbangan, Pemerintah dapat memberikan 
pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. 
Pengalokasian dana perimbangan dan pemberian pinjaman dan/atau 
hibah ini dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur 
bahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan untuk 
mendanai pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah memberikan 
sumber-sumber penerimaan kepada Pemerintah Daerah, yang antara 
lain terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan 
Pinjaman Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan. Selain itu, 
Pemerintah Daerah diberikan juga peluang untuk memperoleh 
pendapatan lainnya, yaitu pendapatan hibah sebagai lain-lain 
pendapatan. 
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 Berdasarkan hal di atas, menjadi jelas bahwa pelaksanaan kebijakan 
Hibah Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi Daerah. Pemberian 
hibah oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya 
merupakan wujud pelaksanaan hubungan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan suatu 
sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, 
yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara 
proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan 
potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan 
pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan 
tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara menetapkan bahwa untuk mendanai dan mendukung kegiatan 
pembangunan dan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, 
Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah 
baik yang berasal dari dalam dan luar negeri. Sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata 
cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah kepada 
Pemerintah Daerah, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun 
luar negeri. Tatacara pengadaan pinjaman dan  penerimaan hibah  
serta penerusannya  yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri 
dan/atau Pinjaman Luar Negeri  maupun dari Hibah Dalam Negeri 
dan/atau Hibah Luar Negeri telah diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan  namun untuk penerusan hibah kepada 
Pemerintah Daerah belum diatur secara komprehensif. Dasar hukum 
yang mengatur mengenai pemberian, penerimaan dan penggunaan 
hibah kepada Pemerintah Daerah tersebut telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah. Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah masih 
memerlukan penyempurnaan sehingga dapat secara responsif dalam 
pengaturanya baik terhadap berbagai sumber hibah, penyaluran hibah 
maupun pengelolaan hibah. Sebagai upaya untuk melakukan 
perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara dan Daerah khususnya 
terkait pengelolaan Hibah Daerah serta untuk mengakomodasi kondisi 
dan perkembangan pelaksanaan hibah di Daerah, dan adanya 
perubahan peraturan terkait pelaksanaan Hibah Daerah menyebabkan 
penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah kepada Daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan. 
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 Melalui Peraturan Pemerintah ini, kebijakan Hibah Daerah yang 
mencakup hibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah 
Daerah, diharapkan dapat  dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip pengelolaan keuangan yang baik sehingga Hibah Daerah harus 
dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  
 

 Pasal 1 
Cukup jelas. 

 Pasal 2 
Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah 
atau sebaliknya. 

 Pasal 3  

Yang dimaksud dengan “uang” adalah kas atau mata uang asing. 
Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang habis pakai dan 
barang modal yang dinilai dengan uang.  

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah bantuan teknis, pendidikan, 
pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai dengan 
uang. 

 Pasal 4  
          Cukup jelas.  

 Pasal 5 
          Cukup jelas. 

 Pasal 6 
 Ayat (1) 

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini sejalan 
dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 Ayat (2) 
 Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat 

diteruspinjamkan, diterushibahkan, dan/atau dijadikan 
penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah  dalam 
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kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan 
badan usaha milik daerah. 

 Ayat (3) 
 Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service 
Obligations/PSO) merupakan prioritas pemberian/penerusan 
hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah atau dapat dilimpahkan atau didelegasikan 
kepada pihak lain seperti badan usaha milik daerah, 
badan/lembaga swasta. 

Ayat (4) 
Pemberian/penerusan hibah kepada Pemerintah Daerah 
memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan 
keseimbangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
serta antar-Daerah. 

 Pasal 7 
Cukup jelas. 

 Pasal 8 
 Ayat (1)  

 Huruf a  
  Cukup jelas. 

 Huruf b 
 Cukup jelas. 

 Huruf c 

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” 
adalah yang menyelenggarakan urusan pelayanan publik. 

 Huruf d 

 Cukup jelas. 
 Ayat (2)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 
tumpang tindih pendanaan yang bersumber dari APBN dan 
APBD. 

 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 Pasal 9 
Cukup jelas. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

